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ABSTRAK

INDI AINI SHIKHA. Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana
Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima
PKH di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)

Pemerintah sekarang ini memiliki program kesejahteraan masyarakat. Salah
satu programnya adalah pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan
(PKH). Berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan tata kelola sehingga
banyak aduan dari masyarakat. Peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut terkait
akuntabilitas dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan
akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan dana bantuan sosial Program
Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ini metode kualitatif dengan
pendekatan case studies. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari
hasil wawancara oleh 7 informan dan observasi mengenai kegiatan PKH. Sumber
data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari laporan dan dokumen pendukung
tentang PKH. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Metode analisis
dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpula/verifikasi data.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelenggaraan dana bantuan
Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Duwet sudah dilaksanakan secara
akuntabilitas dan transparansi.  Hal itu bisa dilihat dari penyelenggaraan PKH yang
sudah berjalan sesuai dengan peraturan hukum pemerintah dan buku pedoman
pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Program Keluarga Harapan (PKH)
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ABSTRACT

INDI AINI SHIKHA. Accountability and Transparency in the
Implementation of Social Assistance Funds for Program Keluarga Harapan
(PKH) (Case Study of PKH Recipients in Duwet Village, Bojong District,
Pekalongan Regency).

The government now has a social welfare program. One of the programs is
the provision of social assistance from Program Keluarga Harapan (PKH). Various
problems that arise related to governance so that there are many complaints from
the public. Researchers are interested in further studying accountability and
transparency. The purpose of this study is to explain the accountability and
transparency of the implementation of social assistance funds for Program Keluarga
Harapan (PKH) in Duwet Village, Bojong District, Pekalongan Regency.

This research uses a qualitative method with a case studies approach. Primary
data sources in this study were obtained from interviews by 7 informants and
observations regarding PKH activities. Secondary data sources in this study were
obtained from reports and supporting documents about PKH. Data validity was
carried out by triangulation. The method of analysis in this study is data collection,
data redusction, data display, and drawing conclusions/data verification.

The results of this study reveal that the implementation of the Duwet Village
Program Keluarga Harapan (PKH) assistance fund has been carried out with
accountability and transparency.  This can be seen from the implementation of PKH
which has been running in accordance with government legal regulations and the
PKH implementation guidebook for 2021-2024.

Keywords: Accountability, Transparency, Program Keluarga Harapan (PKH)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu problem yang sering muncul dan

berhubungan dengan tidak terjangkaunya kehidupan sosial, psikologis,

ekonomi, dan politik. Dampak yang muncul akibat dari kemiskinan merupakan

efek eksponensial terhadap tatanan sosial secara keseluruhan.

Kompleksitas masalah kemiskinan memerlukan cara penanganan yang

komprehensif dan mencakup unsur kehidupan rakyat dan dilakukan secara

terstruktur dan sistematis. Banyaknya pandangan dan anggapan yang hampir

sama mengungkapkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh krisis ekonomi yang

berkepanjangan. Namun jika digali lebih dalam lagi, ternyata ada faktor lain

yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan di banyak negara dilakukan dan

tersusun secara berbeda-beda melalui serangkaian program yang dapat

meningkatkan ataupun tidak dalam kesejahteraan masyarakat. Program

pengentasan kemiskinan saat ini yang terdapat di Indonesia sebenarnya tidak

dapat menjamin mengentaskan kemiskinan. Hal ini terlihat dari keterangan

Kepala BPS yaitu Margo Yuwono bahwa persentase kemiskinan sampai

September 2021 sebesar 9,71%.

Terkait percepatan penanggulangan kemiskinan, Peraturan Presiden

Nomor 15 Tahun 2010-sekarang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 96
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Tahun 2015-menyatakan bahwa merupakan strategi dan program pemerintah

daerah yang dilaksanakan secara terencana, runtut, kolaboratif dengan dunia

usaha dan masyarakat. Dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat,

jumlah penduduk miskin dapat dikurangi. Program Keluarga Harapan (PKH)

yang pro masyarakat miskin merupakan salah satu cara pemerintah untuk

memerangi kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan

Presiden Nomor 15 Tahun 2010, mengatur secara khusus tentang Program

Keluarga Harapan (PKH). Basis Data Terpadu (BDT) yang dijalankan oleh

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kessos) Kementerian

Sosial Republik Indonesia, dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Program Conditional Cash

Transfer (CCT) adalah nama yang diberikan untuk itu dalam skala global. Hal

itu diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2017.

Bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat diharapkan dapat

menjadi modal awal usaha, yang kemudian penghasilan dari usaha tersebut bisa

untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan masa berlakunya dalam waktu lama,

sehingga angka kemiskinan menurun. Program ini dilakukan oleh perwakilan

organisasi pemerintah yang bergulir di bidang sosial adalah Dinas Sosial.

Dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dicairkan sebanyak

empat kali dalam setahun. Ada beberapa minimal kriteria tersendiri yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan bantuan PKH adalah Para Ibu hamil, Ibu yang

mempunyai anak balita sampai tujuh tahun, kemudian anak SD, SMP, dan SMA,
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serta para lanjut usia. Menurut Permensos No 1 Tahun 2018 dalam pembagian

uang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat permasalahan adalah

target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2021 mengatur tentang

pemberian bantuan jaminan sosial Permakanan bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial di Kabupaten Pekalongan. Kriteria penerima bantuan dalam

peraturan ini sama halnya dengan kriteria yang diberikan untuk penerima PKH.

Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyebabkan muncul

adanya akuntabilitas dan transparansi yang akan menjadi bahan keterangan

esensial untuk masyarakat. Karena akuntabilitas mengarahkan pada integritas

dan ketetapan dalam perwujudan program serta mengarahkan pada kejayaan

dalam pencapaian program yang telah dilakukan. Dan transparansi adalah salah

satu proses keterbukaan bagi pengelola manajemen khususnya manajemen

publik untuk menciptakan aksesibilitas dalam proses pengelolaan supaya arus

informasi masuk dan keluar saling seimbang, sehingga proses transparansi tidak

sekadar disediakan oleh publik pengelola akan tetapi rakyat juga berhak

mendapatkan informasi yang bersangkutan dengan kepentingan publik.

Terdapat kasus aduan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dimuat di

artikel berita, termasuk salah satunya dari Detik Jateng di mana ibu-ibu yang

mengidentifikasi sebagai masyarakat Desa Rembun untuk Meningkatkan

Standar Hidup memasang sejumlah spanduk protes. Salah satunya adalah “Lebih

baik saya pakai daster sobek, dari pada kami punya motor PCX, tapi dapat

PKH”. Dan perwakilan warga yang diketahui namanya Nur Faizah (55)
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mengatakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rembun

Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan salah sasaran dalam penyalurannya.

Karena menurutnya banyak warga yang berada tapi memperoleh bantuan sosial

Program Keluarga Harapan (PKH). (Robby Bernadi, 2022)

Selain itu juga ada kasus terkait Program Keluarga Harapan di Desa

Ketitang Lor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang dimuat dalam

artikel berita INews.id yang menyatakan bahwa terdapat puluhan rumah yang

terawat bahkan mewah yang masih mendapat bantuan sebagai warga PKH dan

bantuan pemerintah non tunai. Setiap bulan mereka selalu mendapatkan

menerima bantuan paket sembako untuk masyarakat kurang mampu. Banyak

warga terus memasang dan menolak untuk melepasnya dan mereka tidak peduli

jika dianggap warga kurang mampu. Tetapi ada juga warga yang merasa

bersalah dan ingin mencopotnya (Suryono Sukarno, 2020).

Dalam menjalankan suatu program, telah diwajibkan bagi instansi

pemerintah untuk menginformasikan dan melaporkan semua kegiatan program

yang sudah dikerjakan agar bisa mewujudkan instansi pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas dan transparansi adalah komponen penting dari tata pemerintahan

yang baik dan pengelolaan keuangan yang efektif, yang sangat penting untuk

kesinambungan dan pertumbuhan program yang berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat. Menurut perspektif akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi adalah

komponen kunci good governance yang efektif.

Penerapan akuntabilitas yang baik untuk mengelola dana program

pemberantasan kemiskinan dilaksanakan oleh instansi pemerintah harus diawasi
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serta dikelola secara maksimal untuk mencegah terjadinya permasalahan yang

tidak terduga.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab pelaksanaan dalam organisasi

untuk meraih tujuan yang sudah diatur melalui pertanggung jawaban yang

dilaksanakan secara publik. Menurut Antonio Bar Cendon Akuntabilitas adalah

tanggung jawab yang mengarah pada kewajiban umum pejabat publik untuk

menginformasikan, menjelaskan dan/atau membenarkan lembaga dalam atau

luar, untuk menyampaikan laporan tentang aktivitas mereka dan untuk

dievaluasi ataupun peninjauan.

Transparansi merupakan prinsip yang akan mempermudah jalan atau

memberi kelonggaran kepada semua penduduk untuk mendapatkan data

mengenai pengendalian suatu program pemerintahan yaitu data mengenai

wewenang, sistem dan juga hasil yang akan tercapai. Sementara itu, Dwiyanto

mengatakan transparansi merupakan pengadaan sumber informasi mengenai

instansi pemerintahan umum dan terjaminnya kemudahan mendapatkan data

yang mewadai dan tepat (Lalolo, 2003).

Akuntabilitas dan transparansi pemerintahan tidak hanya dipraktikkan di

pemerintah pusat saja tetapi juga di tingkat daerah sampai wilayah desa, yang

secara keseluruhan memerlukan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan

aktivitas yang dilakukan. Tetapi, terkadang masih ada pihak individu yang

terikat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang kurang memahami

akuntansi pemerintah dengan baik khususnya di daerah pedesaan. Seiring

berjalannya waktu, sekarang desa sudah mulai berkembang dalam berbagai
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bentuk yang perlu diberdayakan agar desa menjadi desa yang kuat, mandiri, dan

maju serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi, desa

mempunyai kemampuan dan potensi masyarakat.

Hasil penelitian Syeni Rakhmandani mengatakan bahwa bantuan sosial di

era digital belum cukup akuntabel karena penerima manfaat masih belum

mendapatkan pelayanan terbaik, sosialisasi yang berhubungan dengan bansos

juga belum diberikan melalui lembaga keuangan digital, keterbukaan informasi

belum maksimal dan fasilitas yang tidak mencukupi.

Hasil penelitian dari Umaroh dan Sutjiatmi (2018) mengungkapkan bahwa

kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan sesuai dengan

alur pelaksanaan PKH yang baik jika dilihat dari segi pelaksanaannya. Tetapi

dalam pelaksanaan PKH seperti sasaran pemilihan rumah binaan, tata cara

sosialisasi dan pembagian bantuan masih belum maksimal. Para peserta sangat

berdedikasi untuk meningkatkan kehadiran baik di fasilitas pendidikan maupun

kesehatan karena sadar akan potensi bahaya atau konsekuensinya.

Astari dan Pambudi melakukan penelitian yang hasilnya adalah upaya

Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengurai kemiskinan di Kabupaten

Pandak belum berhasil. Kendala tersebut antara lain minimnya pendanaan sarana

dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH, minimnya pendamping, belum

adanya mekanisme atau aturan yang mewajibkan pelaporan penggunaan dana

bantuan oleh peserta PKH, menurunnya kepatuhan peserta PKH, dan tidak
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konsistennya pemutakhiran data base penerima PKH akibatnya bantuan PKH

kurang sesuai sasaran.

Gambar 1.1 Grafik Data PKH Tahun 2007 – 2009

Fakta bahwa jumlah penerima PKH yang meningkat setiap tahun

menunjukkan betapa besarnya jumlah penerima PKH di Indonesia. Namun

seperti terlihat pada grafik Kemensos di atas, terjadi penyusutan jumlah

penerima PKH pada tahun 2019, meskipun alokasi anggaran yang sangat besar

meningkat 32,7 miliar, dan alokasi anggaran yang besar untuk 9,8 juta penerima

PKH terus berlanjut menaikkan angka kemiskinan di tahun 2015.

Tabel 1.1 Rekap Data Penerima PKH Desa Duwet

JUMLAH KPM PKH DUWET
TAHUN 2019 -2022

TAHUN TAHAP
1 2 3 4

2019 86 86 86 81
2020 81 84 82 105
2021 99 111 100 93
2022 120 117 117 116

Sumber: diolah oleh Pendamping PKH



8

Peningkatan jumlah penerima PKH dari tahun ke tahun juga terjadi di Desa

Duwet. Bisa dilihat melalui tabel di atas bahwa setiap tahunnya selalu

meningkat. Yang awalnya tahun 2019 hanya berjumlah 86 sekarang di tahun

2022 meningkat pesat menjadi 120 penerima PKH.

Dari informasi yang telah diberikan oleh Bapak Birin selaku Tenaga

Administrasi Desa, data masyarakat Desa Duwet yang masuk dalam DTKS

sebanyak 2.053 orang atau 720 KK dan yang mendapatkan bantuan PKH hanya

120 penerima PKH itu artinya hanya 16,7%. Dari data keseluruhan tersebut

diperkirakan ada sekitar 20% penerima PKH yang kurang tepat sasaran.

Penyebab salah satu dari kurang tepat sasaran yaitu penerima PKH yang belum

memperbaharui Kartu Keluarga, data dapodik tidak terindikasi sistem dan itu

bisa menghambat dalam penyaluran dana bantuan PKH yang tepat sasaran.

Artinya, PKH perlu lebih akuntabel dan transparan untuk memastikan program

ini dilaksanakan secara efektif.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah informasi yang

diberikan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan studi lebih lanjut

mengenai akuntabilitas dan transparansi dengan judul “Akuntabilitas dan

Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga

Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima PKH di Desa Duwet Kecamatan

Bojong Kabupaten Pekalongan)”
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B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akuntabilitas Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten

Pekalongan?

2. Bagaimana Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten

Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Akuntabilitas Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong

Kabupaten Pekalongan

2. Untuk Menjelaskan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong

Kabupaten Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dalam kebijakan publik dan memperluas

ilmu pengetahuan baik itu teori maupun praktik akuntansi dalam instansi

pemerintah

2. Bagi Pemerintah Desa

a. Melalui hasil penelitian ini penulis berharap bisa membantu

menyampaikan informasi kepada pemerintah bahwa penyelenggaraan

sudah sesuai dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam
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menjalankan pembagian uang bantuan sosial Program Keluarga Harapan

(PKH)

b. Hasil penelitian ini juga dinantikan dapat menjadi referensi untuk

pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi

masyarakat dalam menjalankan bantuan sosial Program Keluarga Harapan

(PKH)

3. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini penulis berharap bisa menjadi sumber data

mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan

dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

E. Sistematika Pembahasan

Tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun penelitian ini yaitu

dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I                    PENDAHULUAN

Bab pertama pada penelitian ini adalah pendahuluan, yang

didalamnya menjabarkan mengenai latar belakang masalah,

dilanjutkan dengan rumusan masalah, dan yang terakhir ada

tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II                  LANDASAN TEORI

Bab kedua pada penelitian ini adalah landasan teori, yang

didalamnya membahas mengenai teori apa yang digunakan

pada penelitian ini dan materi pendukung lainnya. Selain itu,
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juga berisi penelitian terdahulu dari beberapa penelitian

sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang akan diuji.

BAB III                 METODE PENELITIAN

Bab ketiga pada penelitian ini adalah metode penelitian, yang

didalamnya menjelaskan mengenai jenis penelitian,

pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV                 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab keempat pada penelitian ini adalah analisis data dan

pembahasan, yang didalamnya mengandung mengenai

deskripsi umum lokasi penelitian, hasil pembahasan yang

diperoleh dari hasil observasi dan juga wawancara kepada

Sekretaris Desa, Tenaga Administrasi Desa, dan 5 Penerima

PKH Desa Duwet yang sudah dikelola sesuai dengan teknik

yang digunakan pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini adalah penutup, yang memuat ringkasan dari

seluruh hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta

kekurangan dalam penelitian ini dan juga saran untuk peneliti

selanjutnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan analisis data dan pembahasan melalui wawancara dan observasi

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan dana

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Duwet sudah dilaksanakan

secara akuntabilitas dan masuk dalam kategori akuntabilitas yang kuat.  Hal

itu bisa dilihat dari penyelenggaraan PKH yang sudah berjalan sesuai dengan

peraturan hukum pemerintah dan buku pedoman pelaksanaan PKH Tahun

2021-2024. Laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada

wewenang administrasi dan otoritas politik. Kemudian ada beberapa

penerima PKH yang kurang tepat sasaran karena dalam pemutakhiran data

ada beberapa yang belum diupdate. Pencairan dana bantuan dilakukan

langsung oleh masing-masing penerima PKH melalui KKS dan jumlah

nominal yang diperoleh sesuai dengan kategori yang dimiliki. Pelaksanaan

PKH Desa Duwet terhindar dari kecurangan pemotongan iuran apapun.

Pendamping PKH juga melakukan tugasnya dengan baik.

2. Berdasarkan analisis data dan pembahasan melalui wawancara dan observasi

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan dana

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Duwet sudah dilaksanakan

secara transparansi.  Hal itu bisa dilihat dari penyelenggaraan PKH yang

sudah berjalan sesuai dengan peraturan hukum pemerintah dan buku

pedoman pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024. Tetapi ada juga yang tidak
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sesuai dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 mengenai PKH dan Buku

Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2021 karena adanya

keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan PKH. Penerima PKH Desa

Duwet mendapatkan pelayanan publik dengan fasilitas sesuai peraturan

pemerintah. Namun media publik atau website Desa Duwet belum dikelola

dengan baik dan informasi yang disediakan belum terlalu lengkap.

Masyarakat hanya bisa mengakses website yang disediakan oleh pemerintah

seperti cekbansos.kemensos.go.id.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan panduan,

penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih ada keterbatasan sebagai

berikut:

1. Kurangnya informan utama yaitu Kepala Dinas Sosial susah untuk ditemui

karena mempunyai kesibukan yang tidak bisa diganggu.

2. Tidak bisa melampirkan laporan realiasasi keuangan dalam skripsi ini karena

laporan tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh diperlihatkan secara publik.

3. Tidak bisa melampirkan struk bukti pencairan dana PKH dikarenakan pada

bulan Desember penerima PKH tidak menarik langsung dana tersebut lewat

ATM melainkan pengambilan dana dilakukan dengan cara mendatangi

Kantor Pos lewat surat pemberitahuan.
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C. Implikasi

1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai

akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan dana bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Duwet.

2. Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan partisipasi bagi

pemerintah dan bisa menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan

untuk menerapkan alur pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH) sesuai dengan peraturan hukum dari pemerintah karena itu merupakan

hal penting dalam akuntabilitas dan transparansi.
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